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ABSTRAK

WAHIDAH. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Pangkep (dibimbing oleh Syamsu Alam dan Muh. Alam
Nasyrah Hanafi).

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Kemampuan Keuangan
BPKD Kabupaten Pangkep tahun 2013-2017 dilihat dari: (1) Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal, (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Rasio
Efektivitas PAD, dan (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini
dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep.
Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis
data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio
Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKD
Kabupaten Pangkep dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
dapat dikategorikan Kurang, karena rata-ratanya sebesar 11,69% (2)
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong
dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar
13,64% (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten
Pangkep sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu
103,75%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang
efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Pangkep
sebesar 95,75%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi
Keuangan Daerah.



ABSTRACT

WAHIDAH. Analysis of Local Financial Capacity at Government of
Pangkep Regency (Supervised by Syamsu Alam and Muh Natural
Nasyrah Hanafi).

This research aims to analyze the financial capability of BPKD
Kabupaten Pangkep in 2013-2017 from: (1) Fiscal Decentralization
Degrees, (2) Ratio of Regional Financial Independence, (3) LGR
Effectiveness Ratio, and (4) Ratio of Regional Financial Efficiency.

This research was a descriptive quantitative. This research was
conducted at the Regional Finance Management Board of Pangkep
Regency. Data collection used documentation method. The data analysis
techniques used descriptive quantitative with the formula: Fiscal
Decentralization Degrees, Regional Financial Independence Ratio, LGR
Efficiency Ratio, and Regional Financial Efficiency Ratio.

The results of the analysis show that the Financial Performance of
BPKD of Pangkep Regency is observed from (1) The Fiscal
Decentralization Degrees Degree can be categorized as less, because the
average is 11.69%, (2) The Regional Financial Independence Ratio
relation pattern is still classified in the pattern of instructive relationship
because the average the magnitude of this ratio is 13.64%, (3)
Effectiveness Ratio LGR effectiveness of financial performance Pangkep
district has been effective because the average effectiveness above 100%
i.e 103.75%. (4) Regional Financial Efficiency Ratio can be said to be less
efficient because the average financial efficiency of Pangkep Regency is
95.75%.

Keywords: Local Government Financial Performance, Fiscal
Decentralization Degrees, Regional Financial Independence
Ratio, LGR Efficiency Ratios, and Regional Financial Efficiency
Ratios.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemerintahan umumnya dibentuk untuk menjalankan
aktivitas layanan terhadap masyarakat luas. Sebagai organisasi nirlaba,
lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan
dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan
datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk
kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu
pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan di bidang ekonomi,
sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada percepatan
perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan
masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijaksanaan
pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian
pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan
masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai
konsekuensinya maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 ( Otoda ) tentang Pemerintahan Daerah sekarang
menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
pemerintah pusat dan Daerah sejak bulan Januari tahun 2001 yang

berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.



PP Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2004 antara lain mengatur
tentang lingkup pemeriksaan, standar pemeriksaan, kebebasan dan
kemandirian BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan, akses pemeriksa
terhadap informasi, kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern,
hasil pemeriksaan dan tidak lanjutnya dan pengenaan ganti kerugian
Negara, termasuk saksi pidana baik yang dapat ditujukan kepada pihak
yang diperiksa maupun pemeriksa.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan
daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang
lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan
dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun
tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah
tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan
masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2010: 167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang
mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah,

artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk



menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan
keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada
bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga
peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada
kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan,
saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat
tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Pengukuran kemampuan keuangan untuk kepentingan publik dapat
dijadikan evaluasi dan memulihkan kemampuan dengan pembanding
skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan
sebagai tolak ukur untuk peningkatan kemampuan khususnya keuangan
pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah
tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan
pada Kabupaten Pangkep, karena itu Pemerintah Kabupaten Pangkep
sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan
pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah
pemerintah Kabupaten Pangkep berhasil menjalankan tugasnya dengan
baik atau tidak.

Adapun fenomena yang terkait dengan anggaran yang di kelola oleh

Pemerintah Daerah, biasanya tidak tepat waktu, karena aturan batasan



penyerahan anggaran itu antara tanggal 10 sampai tanggal 20 dalam
kurun waktu 6 bulan sekali, akan tetapi kecil kemungkinan penyerahan
anggaran itu antara tanggal 10 sampai tanggal 20.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi
Kabupaten Pangkep antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah
kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya
bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi
daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2)
rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber
pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah,
(3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam
pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.(4)
Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.
Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan mengambil judul yaitu “Analisis Kemampuan Keuangan

Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangkep”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan
masalahnya adalah bagaimana menganalisis Kemampuan Keuangan

Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangkep.



C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini
adalah untuk menganilisis Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan
Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Evektivitas PAD,

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dalam menganalisis kemampuan keuangan pada
BPKD Kabupaten Pangkep dengan menerapkan Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio
Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
kemampuan Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep ditinjau dari teori
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
untuk menganalisis kemampuan keuangan BPKD Kabupaten Pangkep.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam
menganalisis kemampuan keuangan guna meningkatkan efisiensi
dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.



Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk
belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh
Penerapan teori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, serta Rasio
Efisiensi Keuangan Daerah, untuk menganalisis kemampuan
keuangan BPKD Kabupaten Pangkep.

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan
pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya

dalam bidang yang sama.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah
1. Pengertian Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil
dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo,2010:60-61).

Menurut Sijabat et al. (2013) kemampuan keuangan daerah adalah
tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah
yang di ukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari
hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), (Sijabat, 2013: 236-242).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari
suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran
dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang
ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan
selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan
organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada

masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan,



kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya.
Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah
satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah
Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada
DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Asumsi tersebut dapat
dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran
Kemampuan yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk
menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non
finansial. Sistem pengukuran Kemampuan sendiri dapat dijadikan sebagai
alat pengendalian organisasi. Kemampuan yang baik bagi Pemerintah
Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah
Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui
kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri
Syamsi, 1986: 99):

a. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung
segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung
jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan
kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup
jelas.

b. Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya



dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian,
moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang
diidam-idamkan oleh daerah.

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau
berperan serta kegiatan pembangunan.
d. Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan
pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu
kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap

pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Tujuan Pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan
untuk memenuhi 3 tujuan (Mardiasmo, 2002: 121):
a. Memperbaiki Kemampuan Pemerintah Daerah.
b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi

kelembagaan.

Pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan
untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam (Halim 2007:230):
a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai

penyelenggaraan otonomi daerah.
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b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan
daerah.

c. Mengukur sejauh mana aktivitas permerintah daerah dalam
membelanjakan pendapatan daerahnya.

d. Mengukur Kkontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam
pembentukan pendapatan daerabh.

e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

3. Indikator Pengukuran Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah
Pengukuran Kemampuan Pemerintah Daerah harus mencakup

pengukuran Kemampuan Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan

organisasi Pemda. Indikator Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

meliputi:

a. Indikator Masukan (Inputs)

Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Misalnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan,
jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.

b. Indikator Proses (Process)

Indikator Proses adalah merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi
kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan
tersebut. Misalnya: ketaatan pada peraturan perundangan dan rata- rata

yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
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c. Indikator Keluaran (Output)

Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.
Misalnya: jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam
memproduksi barang atau jasa.

d. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah, misalnya: tingkat
kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas para karyawan
atau pegawai.

e. Indikator Manfaat (Benefit)

Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir
dari pelaksanaan kegiatan. Misalnya: tingkat kepuasan masyarakat dan
tingkat partisipasi masyarakat.

f. Indikator Dampak (Impact)

Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif

maupun negatif. misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

peningkatan pendapatan masyarakat.

B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan

keuangan pokok adalah:
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1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan
pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap

APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber,

aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam

Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.
Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori :

1) Pendapatan asli daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal
dari sumber ekonomi asli daerah.

2) Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari
penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang di alokasikan
pada daerah untuk membiyai kebutuhan dananya.

3) Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang
dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah
Pusat.

b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi

ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan
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tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja

dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

Belanja aparatur daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak

secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara

langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas,
pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya.

a) Belanja pelayanan publik, merupakan belanja yang manfaatnya
dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum,
contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan
sebagainya.

b) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran Yyang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan
untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dikelompokan menjadi :

a) Sumber penerimaan daerah, yaitu :

a. Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu.

b. Penerimaan pinjaman dan obligasi.

C. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

d. Transfer dari dana cadangan.

b) Sumber pengeluaran daerah, yaitu:
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a. Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.
b. Penyertaan modal.
c. Transfer ke dana cadangan.

d. Sisa lebih anggaran tahun sekarang.

2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan
keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan
dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi
pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk

menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

C. Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas
menjalankan pemerintahan,pembangunan dan pelayanan masyarakat
wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang
dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian Kemampuan
keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kemampuan Keuangan

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah
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dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah

ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007: 231). Adapun pihak-pihak

yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

(Halim, 2007: 232) adalah :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki
saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun
membeli obligasi.

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur
Kemampuan Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio
Kemampuan Keuangan Daerah yang antara lain: Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio
Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan
perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total
Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD
terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka
semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD
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dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah, menurut hasil penelitian
Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Kemampuan Keuangan

Fiskal Daerah

00,00 — 10,00 Sangat Kurang

10,01 - 20,00 Kurang

20,01 - 30,00 Cukup

30,01 - 40,00 Sedang

40,01 — 50,00 Baik
> 50,00 Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22)
Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

PADt
DDF = X 100094
TPDt

Keterangan : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar
pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya

Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang

berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: bagi hasil
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pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan
alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2001 : 262). Rumus

yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

PAD
REKD = — X 100%
Pendapatan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan
Ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data
ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan
pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat
dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen
utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar
pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan
masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola
hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat

dikemukakan tabel sebagai berikut:
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Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan
Sangat Rendah 0% - 25% Instruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipatif
Tingai 75% - Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169).

a.

Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih
dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak
mampu melaksanakan otonomi daerah).

Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat
sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu
melaksanakan otonomi daerah.

Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai
berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat
kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi
daerah.

Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat
sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri
dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin
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tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik Kemampuan pemerintah

daerah.

Realisasi PAD
Rasio Efektifitas PAD = * 10084
Anggaran PAD

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009),
adalah :
a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( x < 100%) berarti tidak efektif.
b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti

efektivitas berimbang.

c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.
4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan
perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kemampuan
Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan
pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1
(satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan
Daerah berarti kemampuan keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa
besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan
yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan
pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena
meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan

pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan
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itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk
merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada
realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim 2007:234). Rumus yang

digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

Realisasi Belanja Daerah
REKD = . ®x 100%
Pendapatan Belanja Daerah

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kemampuan Keuangan

Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi
100% ke atas Tidak Efisien
90% - 99% Kurang Efisien
80% - 89% Cukup Efisien
60% - 79% Efisien
Kurang dari 60% Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007:234)

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah dilakukan
oleh Ana Dwi Kurniawati (2004) dengan judul “Analisis Kemampuan
Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo”. Secara umum hasil
penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo dari sisi keuangan
belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini terihat dari
proporsi PAD terhadap TPD yang rendah sekali baik pada era sebelum
maupun sesudah otonom daerah. Tingkat kemandirian Kabupaten
Sukoharjo hanya sebesar 12,65% dengan pola hubungan instrukitif,
sedangkan rasio PAD dan Bagi Hasil terhadap TPD baik pada era

sebelum dan sesudah otonomi daerah masih sangat kecil.
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Penelitian berikutnya dilakukan oleh Harmanto Yuandhi Wibowo
(2006) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan
Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Tahun
Anggaran 1996/1997-2005)”. Hasil analisis menunjukkan bahwa
Kabupaten Sragen belum mampu secara keuangan dalam membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini terlihat dengan besarnya
proporsi PAD terhadap TPD yang tergolong rendah baik sebelum maupun
pada masa otonomi daerah. Dimana rasio PAD rata-rata sebelum otonomi
daerah adalah 15,21% dan rata-rata pada masa otonomi daerah sebesar
9,45%. Adapun tingkat kemandirian daerah hanya sebesar 10,68% pada
masa otonomi daerah dengan pola hubungan instruktif.

Alfian Mujiwardhani (2008) juga melakukan penelitian tentang
keuangan daerah dengan judul “Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten
Cilacap (Tinjauan Keuangan Daerah)”. Hasil yang diperoleh melalui
penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten
Cilacap masih rendah. Besarnya hanya mencapai 12,91%. Ini
menunjukkan pola hubungan instruktif, dimana pemerintah pusat
peranannya lebih dominan dibanding kemandirian pemerintah daerah.

Penelitian selanjiutnya dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dalam
skripsinya yang berjudul “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Blitar ditinjau dari Rasio APBD. Ada 2 metode yang digunakan yaitu
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metode Time Series yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas,
dan Rasio Pertumbuhan. Metode Cross Section terdiri dari beberapa rasio
seperti: Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio Debt Service Coverage
Ratio. Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio
Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika
dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan
kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan
Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa
menjalankan tugasnya secara efektif dan efisen karena masih banyak
rasio-rasio yang menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode
penelitiannya yaitu menggunakan metode deskriptif  kuantitaif.
Perbedaannya terletak pada waktu dan lokasi penelitian dimana penelitian
ini dilaksanakan pada tahun 2007 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur
sedangkan penelitian penulis dilaksanakan di Kabupaten Pangkep,

Sulawesi Selatan pada tahun 2018.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah untuk memahami, dan
menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah
Kabupaten Pangkep dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi

Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, dan



Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Lebih lengkapnya

skema di bawabh ini:

LAPORAN

PEMERINTAH
KABUPATEN PANGKEP
TAHUN 2013-2017

KEUANGAN
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dapat di lihat pada

PANGKEP TA

PEMERINTAH KABUPATEN

HUN 2013-2017

Rasio Derajat Rasio Rasio Rasio Efisiensi
Desentralisai Kemandirian Efektivitas Keuangan
Fiskal Keuangan PAD Daerah
Dae|rah
KEMAMPUAN KEUANGAN

Efisien

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pikir

Tidak Efisien




A.

1.

BAB Il
METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu
Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Pangkep yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin No.7, Km

3 Kantor Bupati Pangkep, Gedung D Lantai.

2.

Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan yang telah

dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2018.

B.

1.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Data kualitatif adalah data yang berupa kalimat verbal bukan angka.
Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa hasil wawancara
mengenai gambaran umum objek penelitian diperoleh dari Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep.

Data kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap
data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada
sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui Kemampuan Keuangan pada BPKD Kabupaten Pangkep
jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi

Keuangan Daerah.
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2. Sumber Data
a. Data primer, yaitu data berupa angka-angka yang diperoleh secara
langsung dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Pangkep.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh diluar BKPD Pangkep
berupa dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang ada pada

instansi melalui metode dokumentasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan
mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan
dokumen- dokumen yang ada pada perusahaan atau instansi yang diteliti
dengan menggunakan metode dokumentasi.

Metode Dokumentasi ini melakukaan pengumpulan data dari BPKD
Kabupaten Pangkep berupa data umum dan data khusus. Data umum
berupa:

1. Gambaran umum Kabupaten Pangkep.
2. Gambaran umum Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Pangkep.
Dan data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah

Kabupaten Pangkep tahun anggaran 2013-2017.

D. Metode Analisis Data
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka metode analisa data

yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-
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perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan
masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Tolak ukur yang
digunakan dalam teknik analisis ini adalah:
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal atau Otonomi Fiskal daerah adalah
kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan
asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal,
khususnya komponen PAD dibandingkan dengan TPD.

Tabel 1. Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Kemampuan Keuangan

Fiskal Daerah

00,00 - 10,00 Sangat Kurang

10,01 — 20,00 Kurang

20,01 - 30,00 Cukup

30,01 - 40,00 Sedang

40,01 — 50,00 Baik
> 50,00 Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001 : 22)
Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

PADt
DDF = X 100094
TPDt

Keterangan : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

2. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat



27

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar
pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Formula rasio kemandirian menurut Mahsun (2009) adalah sebagai

berikut

PAD

REKD = ———
Pendapatan

X 100%

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah 0% - 25% Instruktif
Sekali 25% - 50% Konsultatif
Rendah 50% - 75% Partisipatif
Sedang 75% - 100% Delegatif

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung
arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern
semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat
dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama
PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah

menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.
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3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah
daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan
dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin
tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kemampuan pemerintah

daerah.

Realisasi PAD
Rasio Efektifitas PAD = * 10084
Anggaran PAD

Kriteria Rasio Efektivitas menurut Mohammad Mahsun (2009),
adalah :

d. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( x < 100%) berarti tidak efektif.

e. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%) berarti efektivitas
berimbang.

f. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efektif.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan
perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Kemampuan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan
pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1
(satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti
Kemampuan pemerintahan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk

menghitung rasio ini adalah:
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Realizasi Belan jo Dasrah

REKD =

¥ 100%

Pendapotan Belanje Daoerah

Tabel 3 Kriteria Efisiensi Kemampuan Keuangan

Kriteria Efisiensi Persentase Efisiensi
100% ke atas Tidak Efisien
90% - 99% Kurang Efisien
80% - 89% Cukup Efisien
60% - 79% Efisien
Kurang dari 60% Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2007:234)
E. Definisi Operasional Variabel

Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian
dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran
dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang
ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan undang-undang selama

periode anggaran pada Pemerintah Kabupaten Pangkep.




BAB IV
SEJARAH SINGKAT OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi dan Demografi Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan

Secara geografi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak
diantara 4°40’LS sampai 8°00’LS diantara 110°BT sampai 119°48’67”BT
atau terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas wilayah
sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Barru.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Bone.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Maros.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, pulau Jawa dan
Madura, Pulau Nusa Tenggara.

e. Dan Pulau Bali.

Luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara
keseluruhan adalah 12.362,29 km?, terdiri dari daerah daratan seluas
898,29 km? dan daerah kelautan seluas 11.464 km? Kabupaten
Pangakajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan, yaitu 9
Kecamatan berada di wilayah daratan, 2 Kecamatan berada di wilayah
pegunungan, dan 4 Kecamatan berada di wilayah kepulauan, sehingga
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal dengan wilayah 3 (tiga)

dimensi.
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Jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
berdasarkan data statistik tahun 2014 sebanyak 320.293 jiwa meningkat
sebesar 4,40% dibanding tahun 2010 yang berjumlah 306.717 jiwa. Dilihat
dari jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan pada tahun 2014 sedikit
lebih banyak dibanding dengan penduduk laki-laki, yakni 165.685 jiwa
penduduk perempuan berbanding 154.608 jiwa penduduk laki-laki

(sumber data : BSP Pangkep, 2014).

2. Deskripsi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (RPJMD) Tahun 2016-2021, Visi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah “Kabupaten

Pangkajene dan Kepuluan mewujudkan Desa Modern yang Produktif dan

Berkarakter menuju Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri”. Adapun Misi

dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:

a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya karakter dan
memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk keseahteraan
masyarakat;

b. Meningkatkan kecerdasan, profesionalisme dan karakter Sumber
Daya Manusia baik di daratan maupun pulau-pulau;

c. Mengembangkan interkoneksitas dan jejaring sinergis antar wilayah di
tingkat nasional, regional dan internasional berbasis daratan dan

pulau-pulau;
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d. Menciptakan lingkungan yang kondusif pada ekosistem daratan dan
pulau-pulau;
e. Mewujudkan tata pemerintah yang baik pada tatanan daratan dan

pulau-pulau.

B. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

1. Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan dipimpin oleh seorang Bupati yang membawahi 3 asisten, 2
Sekretariat, 1 Inspektorat, 26 Dinas, 6 Badan dan 13 Kecamatan. Dalam
proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melibatkan semua unsur
kedinasan, tetapi ada 5 Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
khusus dalam proses penyusunannya tersebut, yaitu : Sekretariat Daerah,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat DPRD.
Dalam penelitian ini difokuskan pelaksanaannya pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
melakukan penngumpulan RKA Perangkat Daerah dan merangkumnya
menjadi Rancangan Peraturan Daerah dan merangkumnya menjadi
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan, utamanya dilaksanakan pada Bidang Penyusunan Anggaran.
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2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 81
tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan
Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Badan
Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan/urusan
Pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah yang
menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi seorang Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, antar
lain :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pengelolaan Keuangan
Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas
kewenangannya;

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;

e. Pelaksanaan Pejabat Pengelolaan Unit Teknis Badan; dan
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f. Pelaksanaan diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Menurut Peraturan Bupati Pangkejene dan Kepulauan Nomor 81
Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari seorang
Kepala Badan, seorang Sekretaris yang dibantu oleh tiga orang Kepala
Sub Bagian, empat oranng Kepala Bidang masing-masing dibantu oleh 3
Kepala Sub Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Kesemuanya memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung terlaksananya
pengelolaan keuangan daerah.

a. Sekretariat, dipimpin oleh seorang sekertaris mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
perencanaan dan pelaporan dalam lingkup Badan Pengelola
Keuangan Daerah. Sekretaris Badan mempunyai fungsi: 1).
pengordinasian sinkronisasi dan integrasi kegiatan Badan Pengelola
Keuangan Daerah; 2) pengordinasian perencanaan dan tugas Badan
Pengelola Keuangan Daerah; 3) pengordinasian pelaksanaan tugas
Badan Pengelola Keuangan Daerah dan penyusunan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tgas Badan Pengelola
Keuangan Daerah selaku Perangkat Daerah dan PPKD; 4).
Pengordinasian kerjasama Badan Pengelola Keuangan Daerah
dengan instansi terkait; 5). pembinaan pelayanan administrasi dan

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
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perlengkapan, perencanaan dan pelaporan, rumah tangga Badan; dan
6). pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan
bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan. Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

c) Sub Bagian Keuangan.
Bidang Penyusunan Anggaran, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan
kebijakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
menyiapkan perumusan dan pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. Kepala Bidang Penyusunan Anggaran
mempunyai fungsi: 1). Menyiapkan bahan perumusan kebijakan
tekhnis di bidang urusan anggaran berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yangberlaku; 2). Pengordinasian perencanaan
anggaran urusan penanganan urusan pemerintah daerah; 3).
Menyiapkan bahan penyusunan RKA-PD dan RKA-PPKD bidang
belanja; 4). Penyusunan Peraturan Daerah tentang RAPBD dan
RAPBD Perubahan; 5). Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Penabaran APBD dan Penjabaran APBD Perubahan; 6). Penyiapan
bahan penetapan dan pelaksanaan otorisasi DPA-PD; 7). Penyiapan
bahan penetapan dan p[elaksanaan standar satuan harga dan analisis
standar belanja daerah; 8). Penyiapan anggaran kas dan SPD PD dan

PPKD; 9). Penyusunan pedoman penetapan dan evaluasi APBD
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desa; 10) Pelaksanaan bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan
dan evaluasi bidang pengelolaan perencanaan anggaran belanja;
11). Penyusunan pedoman kebijakan pembiayaan dan investasi
daerah; 12). Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan
kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan. Bidang
Penyusunan anggaran terdiri dari:

a) Sub Bidang Penyusunan APBD;

b) Sub Bidang Otorisasi DPA-SKPD (Penyusunan kebijakan APBD);
c) Sub Bidang Pembiayaan Daerah.

Bidang Aset Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
mempunytai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan
kebijakan pengelolaan aset daerah, melaksanakan kebijakan,
menyusun rencana kebutuhan, melaksanakan analisa,
menginventarisir dan mendata seluruh aset daerah, serta
melaksanakan evaluasi di bidang aset daerah. Kepala Bidang Aset
mempunyai fungsi : 1) Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan
di bidang urusan Aset Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan; 2) Penyelenggaraan penetapan kebutuhan dan
pengembangan aset daerah; 3) Perencanaan kebutuhan dan
pengadaan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
4) Pengordinasian dan fasilitas pengadaan aset ; 5) Pembinaan,
pengawasan, monitoring terhadap Aset Daerah; 6) Pelaksanaan

analisa, penilaian dan perhitungan biaya dalam rangka penyusunan
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neraca, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah; 7)
Pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan informasi Aaset Daerah;
dan 8) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan kewenangan dan
bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Aset Daerah terdiri
dari:

a) Sub Bidang Peerencanaan Aset Daerah;

b) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset Daerah.

c) Sub Bidang Penghapusan dan Pelaporan Aset Daerah.

Bidang Pembendaharaan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan
kebijakan bahan pedoman pengelolaan pembendaharaan daerah
serta meneliti dan melakukan pengujian terhadap SPP dan SPM yang
diajukan oleh perangkat Daerah. Kepala Bidang Pembendaharaan
mempunyai fungsi : 1) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan
pedoman pelaksanaan pembendaharaan; 2) Pelaksanaan penelitian
dan pengujian terhadap kelengkapan pengajuan SPP dan SPM,;
3) Pengelolaan penerbitan SP2D; 4) Pelaksanaan pengelola gaji;
5) Pelaksanaan penatausahaan BUD; 6) Pelaksanaan pengelolaan
pembiayaan dan investasi daerah; 7) Pelaksanaan pembinaan dan
bimbingan teknis bendahara pengeluaran; dan 8) Pelaksanaan tugas-
tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang
diberikan oleh pimpinan. Bidang Pembendaharaan terdiri dari :

a) Sub Bidang Pengujian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
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b) Sub Bidang Pengelolaan dan Penatausahaan BUD

c) Sub Bidang Adminstrasi Gaiji.

Bidang Akutansi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan penetapan
kebijakan pengelolaan sistem akutansi dan pelaporan keuangan
daerah, melaksanakan akutansi penerimaan dan pengeluaran kas
daerah, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD. Kepala Bidang Akutansi mempunyai fungsi :
1) penyiapan bahan perumusan pedoman pertanggungawaban APBD;
2) penyusunan laporan keuangan daerah; 3) penyajian informasi
keuangan daerah; 4) penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 5)
pelaksanaan sistem Akutansi Pemerintah Daerah; 6) meliputi laporan
fungsional PD dan PPKD; 7) melakukan rekonsiliasi pendapatan,
belanja dan aset daerah; 8) pelaksanaan bimbingan, supervisi,
konsultasi, dan evaluasi bidang pengelolaan akutansi dan pelaporan
keuangan; dan 9) pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan
kewenangan dan Bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan. Bidang
Akutansi terdiri dari :

a) Sub Bidang Pembukuan;

b) Sub Bidang Neraca Daerah;

c) Sub Bidang Pelaporan Keuangan
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C. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pangkep
Kepala
BKD
Kelompok
Jabatan Sekretaris
Fungsional
! | Sub. B | 1 |
Sub. Bagian ub. Bagian .
Umum dan Perencanaan Sggﬁe?:gal\?mn
Kepegawaian dan Pelaporan 9
[ | | : | | 1
q Bidang . 4 Bidang Aset Bidang Bidang
< Anggaran Daerah A€ perbendaharaan L Akuntansi
NN | gy Olgeu rereed Al euangan
aerah Kabupaten Pangkep
Sub. Bidang | Sub. Bidang Sub. Bidang )
Penyusunan Perencanaan Aset Pendg,:aqggﬁagelanja Sub. Bidang
APBD Daerah dan Pembiayaan Pembukuan
Sub. Bidang Sub. Bidang Sub. Bidang
Otor(igasi DPA-SPKD Inventarisasi dan Pengelolaan Sub. Bidang
enyusunan
Kebijakyén APBD) Peng%rgz?gﬂ Aset Penatgtlj%ahaan Neraca Daerah
| | |
Sub. Bidang | Sub. Bidang - | | Sub. Bidang
Pembiayaan Penghapusan dan AdSu_b._ I?lda_ng - Pelaporan
Daerah Pelaporan Aset ministrasi ajl | Keuangan




BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Data Khusus
a. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2017
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah. Berikut akan disajikan data Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah kabupaten pangkep tahun 2013 sampai dengan 2017:

Tabel 5.1. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2015

) Tahun
No Uraian
2013 2014 2015
A | Pendapatan 913.802.938.297.92 | 1.051.222.614.469,00 | 1.255.323.437.265,89
1 | Pendapatan Asli 101.772.643.332.81 | 118.379.394.227,00 | 141.090.708.797,89
Daerah
2 | Pendapatan 792.743.398.504.11 | 914.715.202.722,00 | 1.076.464.462.948.00
Transfer
3 | Pendapatan
Lain yang 19.223.577.521.00 18.128.017.520,00 37.768.265.520,00
Sah
B | Belanja 862.387.709.763,89 | 1.310.852.339.449,39 | 1.292.741.566.263,50
1 |Belanja Operasi 640.082.622.382,89 | 979.637.610.784,89 | 851.697.819.522 41
2 | Belanja Modal 208.219.868.787,00 327.055.917.664,50 440.043.746.741,09
3 |Belanja Tak 1.362.330.240,00 4.158.811.000,00 1.000.000.000.00
Terduga e
4 | Transfer 12.722.888.354,00 16.567.022.585,00 36.686.976.585,00
Sulus/Defisit 912.927.827.699.802,00 | 276.196.747.565,39 74.105.105.582,61

Sumber Data: BPKD Kabupaten Pangkep
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Tabel 5.2. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2016-2017

No Uraian Tahun
2016 2017
A | Pendapatan 1.483.575.635.906,00 1.380.831.545.356,39
1 | Pendapatan Asli

Daerah

162.043.747.290,00

219.291.126.143,57

2 | Pendapatan 1.302.361.900.616,00 1.143.241.520.913,82
Transfer ’ ' ' ’ ’ ' ' ’ ' ’
3 | Pendapatan
Lain yang Sah 19.169.988.000,00 18.298.898.299,00
B | Belanja 1.475.930.071.155,74 1.300.569.060.047,04
Belanja
Operasi 875.927.379.996,55 900.367.645.540,87
2 | Belanja
Modal 598.906.800.159,19 399.288.519.748,17
3 |Belanja Tak 1.095.891.000,00 912.894.758,00
Terduga ’ ' ' ' ' e
4 | Transfer

61.714.787.585,00

128.980.497.100,00

Sulus/Defisit

54.069.222.834,74

48.718.011.790,65

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep

b. Realisasi APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2017

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan

pelaksanaan dari perencanaan keuangan pemerintah daerah untuk

pembangunan otonomi daerah. Berikut data realisasi APBD Kabupaten

Pangkep tahun 2013 sampai dengan 2017:




42

Tabel 5.3. Realisasi APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2013-2015

Tahun
No Uraian
2014 2015
A | Pendapatan 913.802.938.297.92 | 1.025.589.186.074,30 | 1.241.169.936.814,13
1 | Pendapatan Asli
Daerah 101.835.962.272.81 129.209.748.612,26 143.977.666.333,87
2 | Pendapatan
792.743.398.504.11 880.220.670.109,54 | 1.063.011.390.589,09
Transfer
3 | Pendapata
Lain yang 19.223.577.521.00 16.158.767.352,50 34.180.879.891,17
Sah
B | Belanja 862.387.709.763,89 | 1.061.253.707.844,02 | 1.194.124.267.190,09
1 | Belanja Operasi 640.082.622.382,89 739.020.921.347,02 788.693.161.996,80
2 | Belanja Modal 208.219.868.787,00 305.729.437.914,00 404.953.048.450,00
3 | Belanja Tak
1.362.330.240,00 265.500.000,00 478.056.743,29
Terduga
4 | Transfer

12.722.888.354,00

16.237.848.583,00

36.632.855.575,00

Sulus/Defisit

912.927.827.699.802,00

35.664.521.769,72

10.412.814.049,04

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep

Tabel 5.4. APBD Kabupaten Pangkep Tahun 2016-2017

No Uraian Tahun
2016 2017
A | Pendapatan 1.400.762.724.893,77 |  1.359.084.464.942,54
1 | Pendapatan Asli
156.226.631.623,17 162.773.899.914,54
Daerah
2 | Pendapatan Transfer | 4 55,093.851.961,60 |  1.132.735.214.566,00
3 | Pendapatan Lain 19.442.241.309,00 63.575.350.462,00
yang Sah
B | Belanja 1.340.285.292.398,61 |  1.210.206.836.907,65
Belanja Operasi 849.136.188.377,61 857.325.392.117,65
2 | Belanja Modal 490.626.623.021,00 352.881.444.790,00
3 |Belanja Tak Terduga 522 481.000.00 0.00
4 | Transfer 61.197.375.535,20 128.608.421.500,00
Sulus/Defisit 719.943.040,04 20.269.206.534,89

Sumber Data: BPKD Kabupaten Pangkep
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Selanjutnya Ringkasan Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Pangkep tahun 2013-2017 dapat dilihat pada
Lampiran halaman 65 sampai halaman 72.

2. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep dalam
penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan
pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKD Kabupaten Pangkep
dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2013-2017. Rasio yang
digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPKD
Kabupaten Pangkep pada penelitian ini adalah: Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio
Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Data yang
digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi
Anggaran Pemerintah Kabupaten Pangkep yang didapat dari Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pangkep. Dari data
tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Kabupaten Pangkep.
Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

a. Rasio Derajat DesentralisasiFiskal
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

PADt
F = ; X 10094
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Keterangan : DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t
TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t
Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total
penerimaan daerah
Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat

dilihat pada tabel 5.5. di bawah ini :

Tabel 5.5. Penghitungan Rasio DDF BPKD Kabupaten Pangkep Tahun
Anggaran 2013-2017

Tahun DDF | Kemampuan
Anggaran PAD (Rp) TPD (Rp) (%) Keuangan

2013 101.835.962.272,81 913.802.938.297,92 | 11,14 Kurang

2014 129.209.748.612,26 | 1.025.589.186.074,30 | 12,60 Kurang

2015 143.977.666.333,87 | 1.241.169.936.814,13 | 11,60 Kurang

2016 156.226.631.623,17 | 1.400.762.724.893,77 | 11,15 Kurang

2017 162.773.899.914,54 | 1.359.084.464.942,54 | 11,98 Kurang

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.5. di atas, dapat dilihat
bahwa Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep jika dilihat dari Rasio
Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang. Dimulai pada
tahun 2013 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada BPKD Kabupaten
Pangkep sebesar 11,14%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi
12.60%, tahun berikutnya terjadi lagi penurunan menjadi 11,60%. Terjadi
penurunan lagi pada tahun 2016 menjadi 11,15%, namun terjadi kenaikan
di tahun 2017 menjadi 11,98%. Meskipun mengalami kenaikan pada
tahun terakhir, namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan
BPKD Kabupaten Pangkep masih kurang, karena masih berada dalam

skala interval 10,01% - 20,00%.




45

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dapat dihitung

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

RKKD = PAD X 1009
B Pendapatan Transfer ’

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat
kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar
pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat
dilihat pada tabel 5.6 di bawah ini :

Tabel 5.6. Penghitungan Rasio KKD BPKD Kabupaten Pangkep Tahun
Anggaran 2013-2017

Bantuan Pemerintah
PAD (Rp) Pusat atau Provinsi
dan Pinjaman (Rp)

RKKD Pola
(%) Hubungan

Tahun
Anggaran

2013 101.835.962.272,81 792.743.398.504,11 12,85 Instruktif

2014 129.209.748.612,26 880.220.670.109,54 14,68 Instruktif

2015 143.977.666.333,87 | 1.063.011.390.589,09 13,54 Instruktif

2016 156.226.631.623,17 | 1.225.093.851.961,60 12,75 Instruktif

2017 162.773.899.914.54 | 1.132.735.214.566,00 14,37 Instruktif

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 5.6. di atas, kemampuan
keuangan BPKD Kabupaten Pangkep tergolong masih sangat rendah dan
pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan
pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah
daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Nilai

terendah terjadi pada tahun 2016 dimana nilainya sebesar 12,75% dan
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nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 14,68%. Sedangkan
tahun-tahun lainnya yaitu tahun 2013, 2015, dan 2017 masing-masing
sebesar : 12,85%, 13,54%, dan 14,37%. Hal ini menunjukan bahwa
tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern
(terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi
karena masih berada pada rentang antara 0% — 25%.

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

Realisasi PAD
Anggaran PAD

Rasio Efektifitas PAD = X 100%

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah
Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan
dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin
tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada
tabel 5.7. di bawabh ini :

Tabel 5.7. Penghitungan Rasio Efektivitas PAD BPKD Kabupaten
Pangkep Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun ) ) REPAD o
Anggaran Anggaran PAD (Rp) | Realisasi PAD (Rp) (%) Kriteria
2013 | 101.772.643.332,81 | 101.835.962.272,81 | 100,06 | Efekifitas
Berimbang

2014 | 118.379.394.227,00 | 129.209.748.612,26 | 109,15 Efektif
2015 | 141.090.708.797,89 | 143.977.666.333,87 | 102,05 Efektif
2016 | 162.043.747.290,00 | 156.226.631.623,17 | 96,41 ;glft'i‘f
2017 | 219.291.126.143,57 | 162.773.899.914,54 | 74,23 ;ﬂgﬁt’i‘f

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep (diolah)
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Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.7. di atas dapat diketahui
bahwa Efektivitas Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep pada tahun 2016
dan 2017 Tidak Efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100%
yaitu 96,41% dan 74,23%. Untuk tahun 2013 efektifitas berada pada
kriteria Efektivitas Berimbang, sedangkan 2014 dan 2015 sudah Efektif
karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 109,15%. dan
102,05%.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah
REKD = - * 1009
Pendapatan Belanja Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan
antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan
dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio
Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.8 di bawah ini :

Tabel 5.8. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah BPKD
Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun o . Realisasi Pendapatan | REKD .

Anggaran Realisasi Belanja (Rp) (Rp) (%) Kriteria
2013 862.387.709.763,89 013.802.938.297,92 | 94,37 'éLf‘lrS"’l‘Qr?

2014 | 1.061.253.707.844.02 | 1.025.589.186.074,30 | 103,48 ;‘igf‘ekn

2015 | 1.194.124.267.190,09 | 1.241.169.936.814,13 | 96,21 'E;‘Irs"’l‘gg

Kurang

2016 | 1.340.285.292.398,61 | 1.400.762.724.893,77 | 95,68 | Lo

2017 | 1.210.206.836.907,65 | 1.359.084.464.942,54 | 89,00 ;‘f;‘éf’]

Sumber Data : BPKD Kabupaten Pangkep (diolah)
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Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.8. di atas, Efisiensi Keuangan
Daerah BPKD Kabupaten Pangkep pada tahun 2017 tergolong Cukup
Efisien karena interval efisiensinya diantara 80%-90%. Hal itu terjadi
karena realisasi pendapatannya lebih besar daripada realisasi belanja
daerah. Tahun 2014 tergolong Tidak Efisien karena nilai rasionya sudah di
atas 100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Pada
tahun 2013, 2015, dan 2016 efisiensinya tergolong Kurang Efisien yaitu
sebesar 94,37%, 96,21% dan 95,68%. Hal ini diakibatkan terjadinya
selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

B. Pembahasan
1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Pada Tabel 5.5. menunjukan bahwa PAD Kabupaten Pangkep dari
tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami penurunan dan kenaikan.
Pada tahun 2013 PAD Kabupaten Pangkep sebesar Rp
101.835.962.272,81 atau sebesar 11,14% dari total pendapatan,
kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 vyaitu menjadi Rp
129.209.748.612,26 atau sebesar 12,60% dari total pendapatan. Pada
tahun 2015 PAD Kabupaten Pangkep naik lagi menjadi Rp
143.977.666.333,87 atau sebesar 11,60% dari total pendapatan. Pada
tahun 2016 dan 2017 pun mengalami kenaikan secara beruntun yaitu dari
Rp 156.226.631.623,17 atau sebesar 11,15% menjadi Rp

162.773.899.914,54 atau 11,98% dari total pendapatan.
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Total pendapatan daerah Kabupaten Pangkep dari tahun 2013
sampai dengan 2017 selalu mengalami kenaikan. Berawal dari tahun
2013 total pendapatan daerah sebesar Rp 913.802.938.297,92,
mengalami  kenaikan  sebesar 12,23% atau menjadi Rp
1.025.589.186.074,30 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 total
pendapatan daerah sebesar Rp 1.241.169.936.814,13 naik 21,02% dari
tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2016 naik sebesar
12,86% atau menjadi Rp 1.400.762.724.893,77. Pada tahun 2017, TPD
mengalami  penurunan  sebesar 2,98% atau menjadi Rp
1.359.084.464.942,54.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5.5., dapat dilihat bahwa
Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep jika dilihat dari Rasio
Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang. Dimulai pada
tahun 2013 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada BPKD Kabupaten
Pangkep sebesar 11,14%, naik menjadi 12,60% pada tahun 2014. Tahun
2015 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada BPKD Kabupaten Pangkep
sebesar 11,60%. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 11,15%, dan diikuti
kenaikan di tahun 2017 menjadi 11,98%. Meskipun mengalami kenaikan
secara fluktuatif, namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan
keuangan BPKD Kabupaten Pangkep masih Kurang, karena masih
berada dalam skala interval 10,01%-20,00%.

Menurut uraian dan perhitungan pada tabel 5.5., dapat dilihat dan

disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama lima tahun
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pada Pemerintah Kabupaten Pangkep masih Kurang karena masih
berada dalam skala interval 10,01% - 20,00% dan ini berarti bahwa PAD
memiliki kemampuan yang Kurang dalam membiayai pembangunan
daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Pangkep masih relatif
kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu
partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi
daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki
andil besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten
Pangkep. Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam membiayai pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan
dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat. Untuk
karena itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Pangkep diharapkan untuk
berupaya meningkatkan PAD nya dengan mengembangkan potensi-
potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri (2017) di Pekanbaru
dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Pekanbaru tahun 2000-2014 jika
dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ini masih tergolong Kurang
karena rata-rata rasionya sebesar 12,30%. Hal tersebut kurang lebih
hampir sama dengan apa yang terjadi di Kabupaten Pangkep dimana rata-
rata kinerja keuangannya sebesar 11,69% dan tergolong Kurang,
meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan karena
perbedaan tahun penelitiannya. Menurut Eka Putri permasalahan yang

terjadi di Pemerintah Pekanbaru adalah ketidakmampuan pemerintah
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daerah yang bersangkutan untuk menggali potensi-potensi daerah yang
ada guna meningkatkan PAD dan ketergantungan yang masih sangat
besar terhadap bantuan ataupun pinjaman dari pemerintah pusat.
Begitupun juga yang terjadi di Kabupaten Pangkep dimana peneliti
menyimpulkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah untuk
menggali potensi-potensi yang ada menyebabkan kinerja keuangan
pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dilihat dari Rasio Derajat
Desentralisasi Fiskal masih tergolong Kurang.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Seperti telah diketahui pada table 5.5. sebelumnya menunjukan
bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep dari tahun 2013
sampai dengan 2017 mengalami kenaikan rata-rata 11,69% atau rata-rata
Rp138,804,781,751.33 per tahun. Selanjutnya pada table 5.6.
memaparkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang juga bagian dari
Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.6.
menunjukan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam
hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat
selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 sebesar Rp
792.743.398.504,11, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan
11,03% atau sebesar Rp 880.220.670.109,54. Pada tahun 2015 sebesar
Rp 1.063.011.390.589,09 atau naik 20,77% dari tahun sebelumnya,
kemudian mengalami peningkatan sebesar 15,25% atau menjadi Rp

1.225.093.851.961,60 pada tahun 2016. Akan tetapi pada tahun 2017,
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bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengalami
penurunan sebesar 7,54% atau menjadi Rp 1.132.735.214.566,00. Untuk
peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya
peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat
seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2013,
2014, dan 2015. Disamping itu juga diturunkannya dana perimbangan dari
provinsi berbentuk bantuan keuangan pada tahun 2016 dan 2017, walaupun
dana tersebut ditahun 2017 tidak sebesar di tahun 2016 dengan selisih
dana sebesar Rp 3,700,487,862.00.

Berdasarkan hasil perhitungan pada table 5.6. kemampuan
keuangan BPKD Kabupaten Pangkep tergolong masih rendah dan pola
hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan
pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah
daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
Terjadi kenaikan maupun penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2017.
Berawal pada tahun 2013 Rasio Kemandirian sebesar 12,85%, kemudian
naik menjadi 14,68% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, Rasio
Kemandirian mengalami penurunan sebesar 13,54%, kemudian turun lagi
pada tahun 2016 sebesar 12,75%. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi
kenaikan rasio menjadi 14,37%.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten
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Pangkep memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong Rendah
Sekali dan dalam kategori kemampuan keuangan Kurang dengan pola
hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat
dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%.
Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Pangkep dalam membiayai pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantug bantuan
dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep secara
keseluruhan dapat dikatakan rendah, hal ini menggambarkan bahwa
tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih
tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai
pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan
pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan
PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Pangkep sedikit dan belum
bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya
pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-
masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk
mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan
penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan

kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya
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meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Randria Ramadhani (2016)
Kinerja Keuangan Daerah Kota Tarakan pada tahun 2010-2015 jika dilihat
dari Rasio Kemandirian tergolong rendah sekali atau Instruktif. Rata-rata
rasionya sebesar 1,59%. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Pangkep
pada penelitian ini dimana rata-rata rasionya sebesar 13,64% dan Kinerja
Keuangannya tergolong Instruktif. Walaupun Kabupaten Pangkep masih
lebih baik rata-rata rasionya, namun masih tetap pada golongan kategori
yang sama. Menurut Sri Widada (2012), penyebab terjadinya kinerja
keuangan yang rendah sekali tersebut hampir sama apa yang dijelaskan
pada penelitian ini dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan
dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk

mengolah potensi yang mereka miliki sendiri guna menaikkan PAD.

3. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan pada table 5.7. menunjukan bahwa
anggaran PAD Kabupaten Pangkep selalu mengalami kenaikan dari tahun
ke tahun. Pada tahun 2013 PAD dianggarkan sebesar Rp
101.772.643.332,81 dan dinaikkan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp
118.379.394.227,00 atau 16,32% dari total anggaran pendapatan. Pada
tahun 2015, PAD dianggarkan sebesar Rp 141.090.708.797,89 atau
19,19% dari total anggaran pendapatan. Kemudian pada tahun 2016
anggaran PAD dinaikan menjadi Rp 162.043.747.290,00 atau 14,85% dari

total anggaran pendapatan. Pada tahun 2017 anggaran PAD kembali naik
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menjadi Rp 219.291.126.143,57 atau 35,33% dari total anggaran
pendapatan.

Realisasi PAD Kabupaten Pangkep dari tahun 2013 sampai dengan
2017 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, Realisasi
PAD Kabupaten Pangkep sebesar Rp 101.835.962.272,81 mengalami
kenaikan pada tahun 2014 yaitu menjadi Rp 129.209.748.612,26 atau
sebesar 26,88% dari total realisasi pendapatan. Pada tahun 2015,
realisasi PAD Kabupaten Pangkep meningkat lagi menjadi Rp
143.977.666.333,87 atau sebesar 11,43% dari total realisasi pendapatan.
Pada tahun 2016, peningkatan terjadi lagi menjadi sebesar Rp
156.226.631.623,17 atau sebesar 8,51% dari total realisasi pendapatan.
Kemudian pada tahun 2017, kenaikan mencapai Rp 162.773.899.914,54
atau 4,19% dari total realisasi pendapatan.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.7. dapat diketahui bahwa
Efektivitas PAD Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep pada tahun 2013
sebesar 100,06%, tahun 2014 naik sebesar 109,15%, tahun 2015 turun
sebesar 102,05%, tahun 2016 turun lagi sebesar 96,41%, dan tahun 2017
turun secara beruntun menjadi sebesar 74,23%. Efektivitas kinerja
keuangan Kabupaten Pangkep untuk tahun 2016 dan 2017 berjalan Tidak
Efektif karena efektivitasnya masih dibawah 100% . Untuk tahun 2013
efektifitas berada pada kriteria Efektivitas Berimbang, sedangkan 2014

dan 2015 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.
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Menurut uraian dan hasil perhitungan pada tabel 5.7., Efektivitas
Kinerja Keuangan Kabupaten Pangkep dalam lima tahun terakhir sudah
Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100%. Hal ini disebabkan
karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari
yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Pangkep juga
dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD
yang telah direncanakan.

Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah
Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi
pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah
sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Darah
harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat
mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas
dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber
bembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan
pihak swasta dan juga program peningkatan realisasi PAD, misalnya
pendirian BUMD sektor potensial, sector ekonomi potensial lainnya di
bidang pendidikan, kesehatan, industri kreatif hingga perdagangan. Jika
dapat maksimal, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling
dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.
Pemerintah Kabupaten Pangkep harus melakukan pengawasan dan
pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari

terjadinya penyalahgunaan dalam pembiayaan dan PAD.
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti et al. (2017) yang
melakukan penelitian di Salatiga dijelaskan bahwa kinerja keuangan
Salatiga jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah Efektif karena berada
dikisaran 118,66%. Begitupun juga dalam penelitian ini, dimana kinerja
keuangan Kabupaten Pangkep sudah efektif. Kedua daerah ini dapat
dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang
telah direncanakan.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.8., diketahui realisasi total
belanja daerah Kabupaten Pangkep dari tahun 2013 sampai dengan 2017
rata-rata mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2017 dimana terjadi
penurunan belanja daerah. Pada tahun 2013 belanja daerah Kabupaten
Pangkep sebesar Rp 862.387.709.763,89, naikk menjadi Rp
1.061.253.707.844,02 pada tahun 2014. Kemudian mengalami kenaikan
kembali pada tahun 2015 menjadi Rp 1.194.124.267.190,09. Dan pada
tahun 2016, peningkatan signifikan pada realisasi belanja sebesar Rp
1.340.285.292.398,61, kemudian terjadi penurunan belanja daerah
menjadi Rp 1.210.206.836.907,65 pada tahun 2017.

Total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pangkep dari tahun
2013 sampai dengan 2017 selalu mengalami kenaikan dan penurunan.
Berawal dari tahun 2013 total pendapatan daerah sebesar Rp
913.802.938.297,92. Mengalami kenaikan sebesar 12,23% atau menjadi

Rp 1.025.589.186.074,30 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 total
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realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.241.169.936.814,13 naik
21,02% dari tahun sebelumnya, kemudian tahun berikutnya tahun 2016
naik sebesar 12,86 % atau menjadi Rp 1.400.762.724.893,77. Kemudian,
pada tahun 2017 juga realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan
sebesar 2,98% atau menjadi Rp 1.359.084.464.942,54.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 5.8 juga diketahui bahwa rata-
rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep tahun 2013 sampai
dengan 2017 sebesar 95,75% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Pada
tahun 2013 rasio efisiensinya sebesar 94,37%, kemudian tahun 2014
menjadi 103,48%, tahun 2015 sebesar 96,21%, tahun 2016 sebesar
95,68%, dan tahun 2017 sebesar 89,00%.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Pangkep yang
tergolong masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 95,75%
diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada
pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2014. Pada tahun 2017,
Pemerintah Pangkep sudah mulai mampu menekan jumlah belanja
daerahnya hingga Rasio Efisiensinya berada pada taraf Cukup Efisien.
Meskipun begitu, dalam empat tahun akhir sebelumnya, kecuali di tahun
2014, Pemerintah Kabupaten Pangkep sudah dapat menekan belanjanya
daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang
diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja
daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten

Pangkep dalam hal ini masih kurang baik karena belum dapat menekan
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jumlah belanja daerahnya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Melisa Anastasia. B (2012)
di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Kinerja keuangannya jika
dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien karena rata-
ratanya sebesar 87,34%. Menurut peneliti, hal tersebut terjadi karena
Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah berhasil menerapkan efisiensi
anggarannya. Hal senada juga di katakan oleh Sunanto (2017) yang
dalam penelitiannya di Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa Kinerja
APBD DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin atas penerimaan PAD dalam
kurun waktu 2013-2015 sudah Efisien karena berada pada kisaran rasio
rata-rata 9,97%. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam penelitian
ini dimana rasio efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Pangkep sejak
2013 hingga 2016 berkriteria Tidak Efisien.

Berkaca pada kategori Cukup Efisien dengan kisaran Rasio Efisiensi
Keuangan sebesar 89,00% di tahun 2017, untuk kedepannya diharapkan
Pemerintah Kabupaten Pangkep dapat meminimalisir jumlah belanjanya
dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi

peningkatan efisiensi belanja daerah.



BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

C. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kinerja Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep jika dilihat dari Rasio
Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Kurang, karena berada
dalam skala interval. Jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah tergolong masih Sangat Rendah dan pola hubungannya termasuk
pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval.
Sedangkan Efektivitas Keuangan BPKD Kabupaten Pangkep pada tahun
2016 dan 2017 Tidak Efektif, selanjutnya dari Rasio Efisinesi Keuangan
Daerah pada tahun 2017 tergolong Cukup Efisien.

D. Saran
1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan
dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan
Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.
Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara
melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah
serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan
berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam

pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah
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harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat
mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan
kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari
sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama
pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD,
misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah
diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari

pemerintah pusat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama
diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada
Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi
sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada
penelitian oleh penulis ini. Selain itu juga, penelitian ini hanya dilakukan
pada salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten
Pangkep. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di

lingkup yang lebih luas dari penelitian ini.
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Lampiran 1. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2013-2014

Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulavan TA 2014

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Disajikan dalam Rupiah)
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Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan TA 2014
LAPORAN KEUANGAN
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Dosran
3.2.3 Pembayaran Potok Lang | 8422 60464 54027 0.000.000,00 6250848099 | 78.07%
PEMBIAYAAN NETTO 2519008 | seserasesy | se201m4080 | 1000m%
e i W

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kevangan

Pangkajene, 31 Desember 2014
BUPATI PANGKAJENE DAN

KEPULAUAN

H. SYAMSUDDIN A.HAMID



Lampiran 2. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2014-2015

1. LAPORAN REALISASI ANGOARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

66

S~ ~t Hmen L Psbaasd 7015 x Paainod 3044
PONDAPATAN - LRA Al 1853007650 124118.900004,13 nar 102 1T
PENDAPATAN ASU DAZAAN PAC « LRA vALY LT WIS INAT | W IRINTNAEN
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Penghajene, 23 Nei 2016

BUPATI PANGKAJENFDAN KEPULAUAN

HSY

A HAMID, SE



Lampiran 3. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2015-2016

Kabupaten Pangkajene Dan Kepulausn
Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2016

Laporan Keuangan Pokok (Setelah Audit)

LAPORAN REALISAS| ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2016

s )

| URAIAN ANGGARAN 2016 REALISASI 2016 % 018 (AUDITED)
1| PENDAPATAN - LRA 1.483.676.835.006,00 | 1.400.762.724.893,77 | ©4% 1.241.169.836 814,13
: ;‘&'x"‘ ASU DAERAH 162043.747.200,00 | 186.228031.823,17 [ 0% 143.977.668.333,87
3_| Pendapatan Pajak Deerah - LRA 72.135.110.395,00 75.565.067.992.00 | 105% 72,530,832 497,60
4__| Pendagatan Retribusi Doernh - LRA 48.745.001,675,00 44.441,430.495.00 | 91% 51.457.139.355,35
5 | Pendapatan Hasil Pergelolaan
Kokayaan Doerah yang Dipisatikan 14.224,012.481,00 1001087223700 | IT* 10.071.479.794,80
6 | Laindain PAD Yang Sah - LRA 20,630,622 420,00 25.303,470.700,17 | 85% 9,018 214.688,03
7_| PENOAPATAN TRANSFER - LRA | 1.302.301.900616,00 | 1.225,093.861.961,60 | 84% 1.063.011.390.689,09 |
y m Tranafor Pomecintah | 4 1510000706180 | 1.114.262.810.971,00 | 9% $66.570.542.288,00
9| Bagi Hash Pajak - LRA 30.10,851,676,00 23,107.008.472,00 | 7% 24.184.248.900,00 |
10 mm%ﬂmk PrjskiSumber 7,354,548, 168,00 7.706.322878,00 | 100% 2.201.079.388,00
11_| Dana Alokasi Umum (DAU} - 678,221,231.674.00 | 701.620.223.000,00 | 104% 860,132, 194.000,00 |
12_{ Dana Alokas! Khusus (DAK) - LRA | 477,314 44800000 | 381.670.308621,00 | 80% 189,05.020.000,00
0 e b R - 40.093790.00000 | 49.093.759.000,00 | 100% 162.072.871.000,00
14_| Dana Penyesuaian - LRA 40.003.750.000,00 49,093,756.000,00 | 100% 162.072,871.000,00
18| Pencapatan Transfec Pemerintah | 046506820000 | 4704067302800 | 117% 36.367.977.301,09
16_| Pendapatun Bagi Hasi Pajak - LRA 40,465,085 260,00 47.140.673.02860 | MT% 35,367.977.301,00
17_| Bantuan Keusngan - LRA | 2180200684000 | 14.587.508 7% m_‘
" | Do provies ooy | 2180200034000 | 14587.509.082.00 | 7% 000
A L A 19.150.988.000,00 | 19.442.241.308.00 | 101% 007.523.900.50
20_| Perddapatan Hibeh - LRA 19.163. 19.442.241.308 101% 897.823.900,00
1476.930.071.188,74 | 1.340.286.292. 308,61 | 81% 1.494.424.267.190,09 |
22 | BELANJAOPERASI | 78927.379.90656 | 849.136.188.377.81 | 7% 788.863.161.996,80 |
23 i ] S88.547.007.289.55 | 581.225075.502,00 | 9% 577.778 883.619,00
24 | Beianys Barang dan Jass 767.968 332,00 .506.063,00 | 92% 153.681.800.554,00
| 25 | Belarja Bunga 30,000 000,00 190021261 | % 0.28223,80
i]m 31.631.396 375,00 30.141.003.600.00 | 96% 55.024,049.300,00 |
27_| Belarya Bantuan Sosial _ 1.950 900.000,00 1.85870000000 | 95% 2.219.400.000,00 |




Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
Laporan Kcuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2016

" URAIAN 2016 % TR
ANGGARAN 2016 REALISAS! 2015 (AUDITED)
|28 | BELANJA MODAL 539.906.800.159,19 | 490.626.623.021,00 | 2% 404.953.048.450,00
29| Belanja Modal Tanah 10.012 862 79719 9.384.952.200,00 | 94% 6,847.484,000,00 |
30 | Bolanja Mocal Peralatan dan Mesin | 92.391.807.846,00 52.025918.34200 | 6% 54.176.040.984,00 |
31 | Belanja Modal Gedung dan 138291.106.92400 |  125.344278391,00 | 91% 104.579,006.809,00
3 im ja Modal Jatan, Irigasi dan 355 091.348.676,00 301.215.211.248,00 85% 234.390.985.157,00
33 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 311088301600 | 267626284000 | B8% 4.959.532.500,00
34 | BELANJA TAK TERDUGA _1.095.891.000,00 522.481.000,00 | 48% 478.056.743,29
35 | Belanja Tak Terduga 1.095.691.000,00 522.481.000.,00 | 48% 478 066.743,20 |
36 | TRANSFER 61.714.787.585,00 61.197.375.535,20 | 99% 36.632.855.575,00
37_| TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 61.714.787.585,00 61.197.376.535,20 | 9% 36.632.855.575,00 |
38 | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 60.826.395.585,00 £0408.884 53520 | 99% 35.844.465.575,00
39| Transfer Bantuan Keuangan Lainnya __788.391.000,00 788.391.000,00 | 100% 788.390.000,00
“ SURPLUSADEFISIT) | _ (54.069.222.834,74) (719.943.040,04) | 1% 10.412.814.
42 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN 50.242.215.818.74 67.899.210.834,74 | 135% 58.548.935.275,68
43_| Penggunaan SLPA 45.242.215.818.74 67.800.210.834,74 | 150% 58.548,835 275,68
44 | Penerimaan Kembali Piutang 5.000.000.000,00 o0 | 0% 0,00
45 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN 18.629.968.000,00 18.461.256.004,05 | 98% 1.062.538.439
45 | Penyertaan m"""‘“'n — 18.729.968.000,00 18.420986.759,00 | 96% 1.000.000,000,00
47. | Pembayaran Pokok Fijaman Datam 100.000.000,00 3126024505 | 31% 62 539.469,99
48 PEMBIAYAAN NETTO 31.412.227.81874 49.437. 157% 57.486.396.785,70 |
49 LEBIH PEMBIAYAAN
A A Sipny | (285890501600 | 4aTesonT0ss | 215% 678982108474

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan ini

Pangkajene, 7 Juni 2017

PANGKAJENE DAN
BUPA

69
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Lampiran 4. Laporan Keuangan Kabupaten Pangkep T.A 2016-2017

r

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
ANGGARAN REALISAST REALISAST
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UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Hampuz 1 Jalan Dr. Ratulangi NouG2 Maras Salawes. Selatan, Telp (0411) 8838018
el ppmurirEyaoenmasiiamad come Kode Pos 6N
Kampus 2 - Jakzn Kosos - Pameltaskong Jene Kofgratan Adepchea Kecamatan Lag Kabapaton Maos

Maros, 25 April 2018

Nomor : /81 /LPPM-UMMA/IV/2018
Lampiran : 1 exemplar
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Peneitian

Kepada Yth.
Kepala Kesbangpol Kab Pangkep
Di-

Pangkep

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyelesaian studi akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros (FEB-UMMA) tahun akademik 2017/2018, maka kami
mohon kiranya Bapak dapat memberikan rekomendasi izin penelitian kepada
mahasiswa kami pada lokasi sebagaimana tercantum dalam proposal terlampir.

Adapun data diri mahasiswa tersebut, yaitu:

Nama : Wahidah
NIM : 1460302243
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi  : Manejemen Keuangan
Lokasi Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Daerah
Judul Penelitian : Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah
Kabupaten Pangkep
Demikian Permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan
terima kasih.
Wassalamu alaikum warahmatuliahi wabarakatuh
' Ketua,

NIDN. 0914017901

Tembusan Kepada Yth.

1. Biro Administras! Akademik UMMA
2. Dekan Feb UMMA

3. Yang hersangkutan

9.

Pertinggal



UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No.62 Maros Sulawesi Sefatan, Teip, {0411) 8838018
e-mail : [ppmummayapimmaros@gmal.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokos — Pamelakkang Je'ne Kelurshan Allepolea Kacamatan Lau Kabupaten Marcs

ate ML
el Ls
> o
<& 3
~ 2
s 7

TANDA TERIMA PROPOSAL PENELITIAN

No 1 006 [ LPPM-UMMA /?ro,/v/m:
Nama : WAHIDAH

NIM : 1460302243

Fakultas : FEB

Prodi : 61201 Manajemen (S1)

NO. HP : 85341929777

Judul Proposal ’

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKEP

Benar telah mengirimkan Proposal ke LPPM-UMMA YAPIM Maros.
Demikian tanda terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

‘Maros, 28/05/2018 15:11:28
Ketua LPPM UMMA

Dr. Suhartina R,
NIDN. 0914017601



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

]r: Sultan Hasanuddln Krﬂ 3Te+p (0410} 21053 thl_:ﬂ{a_pam—Pangkep 50611

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 733/ 8fke / V /o017

Yang bertanda {angan dibawah ini

Nama : Dra Hj. Jumliati, M.St
Nip 119601231 198903 2 042
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini ;

Nama : WAHIDAL
NIM 1 1460302243
Jurusan : Manajemen Keuangan

Universitas/Lembaga : Universitas Muslim Maros
Alamat : Maros

Telah melaksanakan penelition di Kantor Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Pangkep dengan Judul “Analisis Kemampuan Keuangan
Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Pangkep“ vang dilaksanakan pada
tanggal 03 Mei s/d 07 Mei 2018.

Demikian surat keteragan penelitian ini diberikan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya, terima kasih.
Pangkep, 07 Mei 2018

ghaif Pefabina Utama Muda

‘Nip£19661231 198903 2 042

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kab. Pangkajene di Pangkajene {Sebagai laporan).
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Pangkajene

3. Pertinggal



YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS om

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus 1 © Jakan Dr. Ratulangi No.52 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018 e-mail : umma.yapim.2015@amall.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 - _Jalan Kokoa — Pamelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau kabupaten Maros

BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
(FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Pada hari ini .. RabU. tanggal. S bulan. JWM tahun Dua ribu Delapan Belas
bertempat di kampus FEB-UMMA, tq‘lt?h dilaksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

Nama kel -
NIM BOBOR QUL s et ke et e e
Jurusan/Pogram Studi A i e LI U S R
Konsentrasi e e R A -
Judul : d da

doecah. pa

i B ..

Diketahui oleh - Maros... 25 UL 2018
Dekan FEB-UMMA, Penguji,

J‘Dr. Dahlan , SE.MM DOr. DAHLAN, SE, MM
Catatan;

Setelah selesai agar diserahkan kembali ke MAHASISWA



YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS _

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS §

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus 1 - Jalan Dr. Ratulangi No.62 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8938018 e-mail : umma.yapim.2015@gmat.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokoa -~ Pamelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau kabupatan Maros

RS e (5 T
Y —— P __;,-—w,‘ -
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BERITA ACARA
UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
(FEB-UMMA) TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Pada hari ini ....RAPY. . tanggal. 25 bulan... JUUi....... tahun Dua ribu Delapan Belas
bertempat di kampus FEB-UMMA, telah ﬁ'laksanakan UJIAN SKRIPSI bagi mahasiswa:

Nama wahec?a
Jurusan/Pogram Studi : anap?emen/{zeb ............................................................................
Konsentrasi - [SEUa 3““ ..............................................................................................

Dengan Perbaikan :

Diketahui oleh :
Dekan FEB-UMMA

%&:

J»Dr. Dahlan , SE.MM

Catatan;
Setelah selesai agar diserahkan kembali ke MAHASISWA




YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS

UNIVERSITAS MUSLIM MAROS (¢

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus 1 +Jalan Dr. Ratulangi No.62 Maros Suawest Selatan, Telp, (0411) 8938018 e-mall : umma.yapim.2015@gmail.com, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokoa — Pamefakkang Je'ne Kelurahan Aflepolea Kecamatan Lau kabupaten Maros
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